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¥ Pekerja yang
sudahsetahun
bekerjaberhak
memperoleh THR -
sefaradengan
upahkerja
sebulan,

Bagi yang
belum setahun,
THR dihitung dari
Jjumlah bulan kerja
dibagi 12 dikalikan
upahbulanan.

Upah sebulan
adalah gajl pokok
ditambah
tunjangantetap
* Tak ada sanksi
kuat bagi it
peruisahaan yang

arkan TH

tak

[Setara de
Upah Sebulan

Pencairan T Tunjangan Hari Raya
Palmg Lamhat H-7 Lebaran

YOGYA TRIBUN - L:ubor—
nur DIY, Sri Sultan Hame-
ngku Buwono X mengimbau
agar Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan dibayar-
kan oleh pengusaha paling
lambat tujuh hari sebelum
Idul Fitri. Hal itu disam-
paikan melalui Surat Eda-
ran No 8/SE/VII/2013 ten-
tang Pembayaran THR Ke-
agamaan Bagi Pekerja/Bu-
ruh di Perusahaan.

Kepala Bagian.Humas
Biro Umum Humas dan Pro-
tokol Sekda DIY, Iswanto
mengatakan, SE tersebut
ditujukan kepada masing-
masing Bupati dan Wali
Kota di DIY pada 19 Juli
2013 untuk mengingatkan
para pengusaha di DIY da-
lam membayarkan THR ba-
gi pegawainya. Dalam SE
tersebut butkan, THR
wajib diberikan kepada pe-
kerja yang telah melalui

J*;THR s_nfatnya hanya
tradisi, sehingga
tidak ada sanksi.
Semua aturannya
bersifat imbauan

sehingga kami juga

tidak bisa
menindaklanjuti jika
ada perusahaan yang
tidak membayarkan
THR karyawan sesual
ketentuan®¥
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Kasi Pengupahan
Disnakertrans DIY

Kerja,

Sesuai Peraturan Men-
teri Tenaga Ketja (Permena-
ker) RI No 4 Tahun 1994,
bagi pekerja yang sudah

ngan

1. Disosnakertre
- Netral

- Segera
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melalui satu tahun masa
kerjanya, besaran THR yang
diberikan setara dengan
(salu kali upah kerja sebulan.
Sedangkan bagi pekerja
yang masa kerjanya kurang
dari setahun, maka THR
diberikan secara proporsio-
nal sesuai masa kerjanya
dengan perhitungan jumlah
bulan masa kerja dibagi 12,
dikalikan besaran satu bu-
lan upahnya.

“Upah sebulan tersebut
meliputi upah/gaji pokok
ditambah tunjangan tetap,”
ucap Iswanto.

Namun, bagi perusa-
haan yang sudah memiliki
perjanjian kerja khusus de-
ngan pegawainya terkait
jumlah THR yang lebih be-
sar dari ketentuan di atas,
maka dipersilahkan untuk
membayarkan THR sesuai

dengan perjanjian kerjanya

SE Gubernur tersebut tidak
memaksa bagi seluruh peru-
sahaan untuk membayar-
kan jumlah THR sesuai
dengan ketentuan.

“Bagi pengusaha yang
belum mampu, diimbau un-
tuk memberikan THR Ke-
agamaan sesuai kondisi
dan kemampuan masing-
masing perusahaan,” im-
buhnya

Kasi Pengupahan dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja
Disnakertrans DIY, R Dar-
mawan membenarkan hal
itu, Namun, selama ini tidak
ada mekanisme yang jelas
untuk menentukan apakah
perusahaan diberikan tole-
ransi untuk membayarkan
THR tidak sesuai keten-
tuannya.

Tidak ada ketentuan un-
tuk melaporkan neraca ke-

uangan porusahnn seperti
halnya dalam pelaksanaan
pemberian Upah Minimum
Kota (UMK). Dalam Perme-
naker juga tidak menye-
butkan adanya sanksi bagi
perusahaan yang memberi-
kan THR sesuai ketentuan.
“THR sifatnya hanya
tradisi, sehingga tidak ada
sanksi. Semua aturannya
bersifat imbauan sehingga
kami juga tidak bisa me-
nindaklanjuti jika ada peru-
sahaan yang tidak mem-
bayarkan THR karyawan
sesuai ketentuan,” papar
pria yang akrab disapa Wa-
wan, Minggu (21/7).
Terlebih, di lingkup DIY
didominasi oleh perusa-
haan kecil dan menengah,
Tercatat, dari 3357 pertsa-
haan yang terdaftar di Dis-
nakertrans DIY, 70 persen di
antaranya merupakan per-

usahaan UMKM. Karena-
nya, ada toleransi bagi
perusahaan-perusahaan
kecil yang tidak mampu,
untuk membayarkan THR
sesuai kesepakatan dengan
karyaivannya.

Meski demikian, pihak-
nya juga sudah membuka
posko pengaduan di Kantor
Disnakertrans DIY untuk
mewadahi para pegawai
yang THR-nya tidak diba-
yarkan sesuai ketentuan.
Posko tersebut siap mene-
rima aduan sejak awal Juli
hingga 31 Juli 2013, Untuk
menekan  permasalahan
pembayaran THR, plhaknya
juga akan menggelar uji
petik di lima perusahaan di
DIY mendekali tenggat wak-
tu pemberian THR, usai me-
nggelar  sosialisasi ke
perusahaan-perusahaan ten-
tang SE Gubernur itu. (esa)
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